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PERATURAN BUPATI KUDUS 

NOMOR : 3 TAHUN ~ 

TEf\ITANG 

IGGARAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI 
ifJiGAI l<ABUPATEN KUDUS TAHUN 2008 

BUPATI KUDUS 

;,rig : a. bahv,a sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus 
Nomor 35 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua at.as Keputusan Komisi 
Pemilhan Umum Kabupaten Kudus Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, 
Program dan Jadv✓ al Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan WarJI Bupati 
Kabupaten Kudus Tahun 2008, maka sehubungan dengan belum ditetapkan 
dan diundangk.annya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang APBD 
Tahun Anggaran 2008 guna pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Bupati 
dan Wakil Bupati, perlu mengatur penganggaran pelaksanaan pemilihan 
um urn Bupati dan V /ah! Bupati Ka bu paten Kudus Tahun 2008; 

T 

b. bahv,a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimar...sud huruf a perlu 
menet.apkan Peraturan Bupati ; 

at 1. Undang-Undang r,Jomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

► 

dc:1erah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Serita Negara 
Republ ik Indinesia Tahun 1950) , 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, l'ambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahlln 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N_omor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

S. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
I ndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400 ) ; 



6, undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentMg Slstem Perencanaon 
pembangi4na; N~slonal (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 200'1 
Nomor 1 ' am ahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4421 ) ; 

7, Undang·Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan Dacrah 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagalmana dlubah 

8. 

9. 

dengan Unciang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
pemerlntah Penggantl Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2oos tentang 
perub~han Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pernenntahan Daerah Menjadl Undang-Undang (Lembaran Negara Republlk 
Indones~a Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 4548) ; 

Undang-Unda~g Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan Keuangan 
antara Pemenntah Pusat dan Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; ' 

Peratu~an Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansl 
Pemenntahar. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Plnjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembw.an Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor -137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Slstem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

I 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman f.>embinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor s Tahun 2006 tentang- Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja Instansi Pemerlntah (Lembaran Negara Republi_k Indones~a 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614) ; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
P I I K n Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan enge o aan euanga , 

7
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Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 200 1 
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Tnrnbnhn (l~ambiirnn DMrnh ~ntong r>okok-pokok Pengelolaan 

n Lembt) rnn DMrnh K abupotan Kudus Tahun 2007 
l'lbupriton Kudus Nomor 99 ); 

Ml!MUTUSKAN I 

PERATURAN OUPATI T 
PEMILI I-IAN UMUM t\UPATI ENTANG PENGANGGARAN PELAKSANAAN 
TAHUN 2008. DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUDUS 

Pc1sal 1 

Pcmungutan suori'l Pcmlllhcm U 
Kudus Tahun 2008 nkan clll ; k mkum Bupatl dan Wakll Bupatl Kabupaten 

c sana an pada tanggal 12 April 2008. 

P;isa l 2 

( I) Pcngnnggnmn BclunjLI p 1111 
dlb b k 

l em 1an Umum Bupatl dan Wakll Bupatl 
e nn nn pud;:i Angg r1 rL1 n p d t Kudus Tahun 

2008
. ' l en apa an dan Belanja Daerah Kabupaten 

(2) Bclanja Pemll~J Bupatl dan Wakll Bupatl dlanggarkan pada Pas Belanja 
Hl~~h dun S;:i tunn Ke~a Perangkat Daerah yang terkal t. • 

Pasal 3 

( I) Belunja HlbJh Pemll lhan Um um Bupatl dan Wakll Bupatl Kabupaten 
Kudus Tahun 2008 dlgunakan untuk keglatan perslapan dan 
pelaksanaa n Pemlllhan Umum Bupatl dan Wakll Bupati yang 
dilaksanakan oleh Komis! Pemlllhan Umum Kabupaten Kudus, Pahltia 
Pengawas Pemlllhan Umum Kabupaten Kudus, dan Belanja keglatan 
Pemlllhan Umum Bupatl dan Wakll Bupatl Kabupaten Kudus Tahun 2008 
ya ng dllaksanakan oleh Satuan Ke~a Perangkat Daerah terkalt. 

(2) Pelaksanaan Belanja hlbah dan keglatan sebagalmana dimaksud ayat (1) 
sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2008 dapat 
melakukan lkatan perjanjlan dengan plhak ketiga sesual ~eraturan 
perundang-undangan yang berlaku berkaltan tahapan pelaksanaan 
Pemlllhan umum Bupatl dan Wakll Bupatl Kabupaten Kudus Tahun 2000 . . 

Pasal 4 

b 
I 

ja hlbah dan keglatan Pemllihan Umum Bupatl dan 
Dasar pengeluaran e an h 2008 sesual dengan Peraturan Daerah 
Wakil Bupatl Kabupaten Kudus !!n u;elanja oaerah Kabupaten Kudus Tahun 
tentang Anggaran Pendapatan n Bupatl tentang Penjabaran Anggaran 
Anggaran 2008 dan Peraturha Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2008. 
Pendapatan dan Belanja Daera . 
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Pasal 5 

peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan 
oaerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2008. 

Pasal 6 

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Kudus. 

Ditetapkan di Kudus 
pada tanggal 11 .pe,l'uari ~8 

MAD TAMZIL 

t 11 Pt6r ue,.r-i '.l-.oo ~ 
··' H BUPATEN KUDUS, 

RAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008 NOMOR ·3 
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